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ABSTRAK 

Terjaminnya Pemilu yang bebas dan adil tentu perlu adanya 

kompenan yang menopang terselengaranya pemilihan umum seperti halnya 

Bawaslu yang merupakan tonggak pengawalan pemilu yang bersih dan 

berkeadilan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Bawaslu juga memiliki 

kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan lembaga peradilan 

dimana hal tersebut menempatkan Bawaslu untuk bisa melakukan ajudikasi 

sengketa proses pemilu, dan administrasi pemilu. Dalam hal ini Bawaslu 

memiliki otoritas memutus perkara yang bersifat final dan mengikat (final 

and binding), namun di sisi lain, putusannya masih dapat menjadi objek 

gugatan di PTUN. Dualisme karakter lembaga ini menimbulkan problematika 

yuridis terkait original intent lembaga pengawas dan efektivitas penegakan 

hukum pemilu yang berkeadilan. 

Penelitian ini menggunakan penelitan yuridis normatif, untuk 

menganalisis dinamika pergeseran Bawaslu dan kewenangannya ditinjau 

secara historis yuridis serta peran bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan 

prespektif Fiqih Siyasah. Data dikumpulakan melalui studi dokumen, yang 

mengkaji segala informasi tertulis mengenai hukum yang tidk terpublikasi 

secara umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahawa kewenangan Bawaslu telah 

mengalami pergeseran signifikan dari lembaga pengawas ad hoc dengan 

fungsi terbatas menjadi lembaga permanen, independen, dan quasi-yudisial. 

Dalam pandangan Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran ini sejalan dengan 

konsep wilayah al-hisbah (pengawasan moral dan sosial) dan wilayah al-

qadha (penegakan hukum dan keadilan). 

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Fiqih Siyasah, Quasi Peradilan 
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ABSTRACT 

The guarantee of free and fair elections certainly requires 

supporting components to ensure the proper conduct of general elections, 

such as Bawaslu, which serves as a cornerstone in safeguarding clean and 

just elections. Based on Law Number 7 of 2017, Bawaslu also possesses 

authorities that are nearly equivalent to those of judicial institutions, enabling 

it to adjudicate disputes concerning the electoral process and electoral 

administration. In this regard, Bawaslu has the authority to issue decisions 

that are final and binding. However, on the other hand, its decisions may still 

become objects of lawsuits before the Administrative Court (PTUN). This 

dualistic institutional character creates juridical problems related to the 

original intent of the supervisory body and the effectiveness of fair election 

law enforcement. 

This research employs a normative juridical method to analyze the 

dynamics of the shift in Bawaslu’s role and authority from a historical-

juridical perspective, as well as its function as a quasi-judicial institution 

from the perspective of Fiqh Siyasah. Data were collected through document 

studies examining various written legal materials that are not publicly 

published. The data collection technique was conducted through the review 

of statutory regulations. 

The results of the study indicate that Bawaslu’s authority has 

undergone a significant transformation, from an ad hoc supervisory body 

with limited functions into a permanent, independent, and quasi-judicial 

institution. From the perspective of Fiqh Siyasah, this role aligns with the 

concepts of wilayah al-hisbah (moral and social supervision) and wilayah al-

qadha (law enforcement and justice). 

Keywords: Election Supervisory Body, Fiqh Siyasah, Quasi-Judicial 

Institution 
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PEDOMAN TRANSLETER ARAB LATIN 

Transliter merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam 

tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliter yang 

dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang 

penyusunannya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 

1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Ja J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 
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 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sa S Es س

 Sya SY Es dan Ye ش

 Ṣa Ṣ Es (dengan titik ص

di bawah) 

 Ḍat Ḍ De (dengan titik ض

di bawah) 

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik ط

di bawah) 

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ‘ Ain‘ ع
Apostrof Terbalik 

 Ga G غ
Ge 

 Fa F ف
Ef 

 Qa Q ق
Qi 

 Ka K ك
Ka 

 La L ل
El 

 Ma M م
Em 

 Na N ن
En 



x 

 

 Wa W و
We 

 Ha H هـ
Ha 

 ’ Hamzah ء
Apostrof 

 Ya Y ي
Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan  sebuah  tanda  tasydid  (    ّ   )  dalam  transliterasi  ini  dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

  
مت  

 عددة 

Ditulis muta’addidah 

 Ditulis ‘iddah عدة
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C. Ta’Marbjutoh di akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h. 

 

 

(ketentuan   ini   tidak   diperlukan   bagi   kata-kata   Arab    

yang sudah   terserap   dalam    bahasa    Indonesia,   seperti   salat,   

zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كرامة الأولياء 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakāh al-Fiţri زكاة الفطر 

 

D. Vokal Pendek 

1 
 Fatḥah Ditulis A ---- ـَ  ----

2 
---- - ---- Kasrah Ditulis I 

3 
 

---- - ---- 

 

Ḍammah 

 

Ditulis 

 

U 

 

  

 Ditulis ḥikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة
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E. Vokal Panjang 

1 Fatḥah + alif 

 ن ا حست إس 

Ditulis 
ā 

Istiḥsān 

2 

 

Fatḥah + ya’ mati  

  أنثى 

 

Ditulis 

Ā 

Unśā 

3 Kasrah + yā’ mati 

 العلواني 

Ditulis 
ī 

al-‘Ālwānī 

4 Ḍammah + wāwu mati 

 علوم

Ditulis 
û 

‘Ulûm 

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fatḥah + ya’ mati 

 

 غيرهم 

 

Ditulis 

ai 

Gairihim 

2 Fatḥah + wawu mati 

 

 قول

 

Ditulis 

au 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت
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 Ditulis la’in مت شكر  نإل

syakartum 

 

H. Kata Sandang Alim+Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah  

 Ditulis al-Qur’ān القرآن 

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya. 

 Ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’Ditulis an-Nisā النساء 

 

I. Penyusunan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأي   أهل 

-Ditulis Ahl as أهل السنة 

Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nafas kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan belandaskan aturan 

hukum, diposisikan berada ditangan rakyat sebab kedaulatan menjadi 

supremasi tertinggi disuatu negara. Salah satu cerminan penyelenggaraan 

kedaulatan rakyat di negara demokrasi yakni dengan terselenggaranya 

pemilihan umum (Pemilu).  

Sebagai sarana kedaulatan rakyat Pemilu yang berasaskan langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di negara Indonesia, memberikan hak 

kebebasan bagi warga negaranya, untuk dicalonkan dan mencalonkan. Pemilu 

sendiri merupakan cita-cita sekaligus tujuan nasional, untuk tetap menjaga roda 

pemerintahan, maka perlu diselenggarakannya Pemilihan Umum agar tetap 

menjunjung tinggi keadaulatan rakyat hal ini menjadi acuan dan landsan cita-

cita pemilu yang berdaulat dan menjalankan amanat undang-undang yang 

berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.1 

Terjaminnya Pemilu yang bebas dan adil tentu perlu adanya kompenan 

yang menopang terselengaranya pemilihan umum, tentu dinegara demokrasi 

dikenal dengan istilah partai politik yang juga sebgai suatu komponen penting 

pada penyelenggaraan Pemilu. Untuk membangun pemerintahan dari rakyat, 

oleh rakat, dan untuk rakyat, pemilu di Indonesia menggunakan representative 

 
1 Selvi harvia santri & Safriadi, “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan 

Hukum Pemilu”, reformasi:, Vol, 13, No.1, (2023) hlm. 43 
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untuk terlibat dikursi jabatan, selain instrumen penting pemilu juga menjadi 

landasan dan upaya untuk menentukan para pemangku kebijakan. Sebab 

pemilu diperuntukkan untuk mengisi lembaga perwakilan, sebab pemilu 

diperlukan oleh negara yang mengadopsi sistem demokrasi.2 

Untuk menjamin keberlangsungan Pemilu, Pemilu sudah menjadi 

legitimasi untuk mencari solutifitas kepentingan masyarakat sebagai 

keterwakilan di pemerintahan. Pemilu juga menjadi ciri khas dalam upaya 

merebut kursi kekuasaan, untuk hal ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah 

pertarungan politik. Sebagai sarana dan upaya untuk merebut jabatan ada hal 

yang berkaitan dengan pelaksaanaan pemilu, diantaranya pada penyebutan 

setiap penyelenggara bermacam diantaranya; election commission (Komisi 

Pemilihan Umum), Department of Elections (Departemen Pemilihan Umum), 

Electoral Council (Dewan Pemilihan Umum), Election Unit (Unit Pemilihan 

Umum), dan Electoral Board (Badan Pemilihan Umum).3 di Indonesia juga 

memiliki instrumen penamaan tersendiri yang dikenal dengan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  yang 

kerjanya secara langsung dan aktif memantau keberlangsungan Pemilu.  

Sebagai Pengawas pemilu tentu proses terselengaranya pemilu harus 

terjamin dan terlaksana tanpa adanya anasir-anasir yang menghambat atau 

yang akan terindikasi kecurangan selama proses pemilu dilaksanakan. Bawaslu 

tentu memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya, mulai terbentuk sejak 

 
2 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), hlm. 61 
3  Alan Wall, etc., Electoral Management Design: The International Idea Handbook, 

(IDEA: Sweden, 2006), hlm. 5. 
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than 1980-an sejak pemilu pertama tahun 1955 belum terkenal istilah 

pengawasan pemilu, sedangkan kemunculannya Panitia Pengawas Pemilu 

dimulai sejak tahun 1982, dikenal dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan 

Pemilu (Panwaslak Pemilu), sejak era reformasi Panwaslak Pemilu sendiri 

berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), namun 

perubahan dasarnya dimulai sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

(UU No. 12 Tahun 2003) dibentuk, UU ini menjelaskan pelaksanaan Pengawas 

perlu dibentu lembaga ad hoc, selanjutnya Pengawas Pemilu dikuatkan melalui 

Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum 

(UU No. 22 Tahun 2007) yang kemudian terbentuklah Bawaslu dari tingkat 

pusat hingga daerah. Tidak berhenti begitu saja Bawaslu mulai memperkuat 

keberadaannya melalui Putusan MK tentang keanggotaan Bawaslu dengan 

melakukan Jidicial review terhadap UU No. 22 Tahun 2007, Terbitnya Undang-

undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 

15 tahun 2011) yang kemudian Bawaslu mulai memiliki kewenangan untuk 

menerima dan menangani sengketa Pemilu.4 

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memantau, merencanakan, 

mempersiapkan, dan mengevaluasi yang semuanya bagian dari menciptakan 

pemilu yang adil. Oleh sebab itu mengawasi atas keberlangsungan pemilu yang 

 
4 Sejarah Bawaslu, https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-

pemilu. Diakses pada 17 Mei 2025, Jam, 13:55 

https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
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damai dan bersih dari anasir-anasir hegemoni kecurangan harus lebih 

diutamakan agar dapat menciptakan proses kesuksesan Pemilu sebagaimana 

mestinya. 

Kewenangan besar Bawaslu tidak hanya sebagai badan pengawas 

namun juga sebagai badan pengaduan sengketa yang terjadi selama kontestasi 

pemilu diselenggarakan, tak heran jika Bawaslu diberikan kewenangan untuk 

mengatasi sengketa baik secara administrasi maupun secara kelembagaan, 

yang dalam hal ini bawaslu dijamin kewenangannya dalam UU No 7 Tahun 

2017 tentang pemilu yang diberikan kewenangan di bagian sektor hakim 

pemutus perkara sebab Bawaslu diuji integritasnya dalam mengawal pemilu 

terhadap kemajuan bangsa.5  

Bawaslu juga memiliki kewenangan yang hampir sama dengan 

kewenangan lembaga peradilan dimana hal tersebut menempatkan Bawaslu 

untuk bisa melakukan ajudikasi sengketa proses pemilu, dan administrasi 

pemilu. Dalam hal ini bawaslu juga bisa dikatakan sebagai quasi peradilan 

pemilu atas sengketa yang terjadi, hal tersebut dilihat dari kewenangannya 

dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(UU No. 7 Tahun 2007).6 Dikatakan sebagai quasi peradilan sebab Bawaslu 

sendiri memiliki kewenangan campuran badan peradilan dan pengawas pemilu. 

 
5 Muhammad ja’far, eksistensi dan integritas bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu, 

jurnal madani legal review Vol. 2, No. 1, (2018), hlm.,34 
6 Ramlan Surbakti dan Heri Fitrianto, Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat 

dalam Pengawasan Pemilu, ed. Retno Widyastuti (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata 

Pemerintahan, 2015), hlm, 47 
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Kewenangan Bawaslu sebagai quasi peradilan dalam membuat 

keputusan bersifat final dan mengikat (final and binding) atas aduan yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, tidak heran jika Bawaslu sendiri 

menerima banyak kasus dan persoalan yang menjadi dasar serta ulasan pertama 

untuk menjaga karakteristik pemilu yang bersih dan adil. Keputusan mutlak 

dan mengikat dari putusan Bawaslu ini juga banyak menimbulkan 

problematika dan pertanyaan orisinil Bawaslu sebagai badan pengawas juga 

batasan dalam aturan norma yang diberikan atas Bawaslu sendiri.  

Sejak Pemilu 2024, terdapat kurang lebih 1,023 aduan dengan rincian; 

479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, 248 pelanggaran kode 

etik. Adapun jenis pelanggaran yang ditanagi bawaslu diantaranya kurang lebih 

69 pelanggaran administratif, 39 tindak pidana pemilu, 248 kode etik, dan 125 

pelanggaran hukum lainya.7 

Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan quasi peradilan, tentu tidak 

bisa dikatakan sebagai peradilan khusus Pemilu, sebab keputusan yang 

dihasilkan Bawaslu masih bisa diajukan banding ke PTUN dan PTTUN, yang 

artinya putusan tersebut masih sebagi objek beschikking. Namun diantara 

putusan Bawaslu ada yang bersifat final dan mengikat yang putusannya tidak 

bisa dianulir oleh lembaga manapun, seperti sengketa proses pemilu. Seperti 

putusan 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 tentang penetapan 

 
7  Bawaslu, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan 

Pelanggaran Pemilu 2024”, https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-

laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024. diakses pada 17 Mei 2025, Jam, 

14:00 

 

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024
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calon DPR RI.8 Padahal Bawaslu sendiri bukan lembaga kekuasaan kehakiman 

namun putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Pada hakekatnya Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus dan 

mengadili perkara, keberadaan Bawaslu harus tetap mengedepankan sebagai 

badan pengawas. Sebab jika dinilai dari struktur kelembagaan, Bawaslu 

memiliki ciri-ciri sebagaimana yang di sampaikan Zainal Arifin Muchtar yang 

memberikan karakteistik lembaga negara independen; 9  pertama, Bawaslu 

bukan merupakan bagian dari kekuasaan manpun; Kedua, dipilih melalui 

seleksi; Ketiga, dipilih dan diberhentikan berdasarkan aturan yang berlaku; 

Keempat, Pelaporan pemilihan dan keanggotaan didekatkan pada rakyat; 

Kelima, memiliki sifat kolektif dan kolegial; bukan sebagai lembaga negara; 

Ketujuh, dapat menerbitkan aturan yang berlaku untuk umum; Kedelapan, 

dibentuk berdasarkan konstitusi dan undang-undang. 

Seiring terjadinya postulat-postulat hukum dan politik yang menjadi 

akar persoalan awal di suatu negara, perkara ini sering kita dengar dari berbagai 

kalangan yang membuat pergeseran pemilu menjadi partisipasi menarik untuk 

diperhatikan, bawaslu sebagai quasi peradilan harus mampu menjadi relevansi 

keberadaan praktik-praktik politik yang sedikit menyimpang. Artinya jalur 

untuk menyelesaikan suatu konflik baik ditingkat sosial maupun kenegaraan 

 
8  Bawaslu Minta KPU Tetapkan Gfron sirodj-Gus Irsyad Jadi Caleg Terpilih, 

https://www.detik.com/jatim/berita/d-7561698/bawaslu-minta-kpu-tetapkan-gufron-sirodj-gus-

irsyad-jadi-caleg-terpilih. Diakses pada 18 Mei 2025, Jam: 20:19 
9  Zaenal arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan 

Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2016), 

hlm, 64 

https://www.detik.com/jatim/berita/d-7561698/bawaslu-minta-kpu-tetapkan-gufron-sirodj-gus-irsyad-jadi-caleg-terpilih
https://www.detik.com/jatim/berita/d-7561698/bawaslu-minta-kpu-tetapkan-gufron-sirodj-gus-irsyad-jadi-caleg-terpilih
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diantaranya melalu jalur peradilan guna menjaga stabilitas politik yang ideal 

terkhusus pada persoalan pemilu. 

Faktor terjadinya polarisasi politik yang berakibat pada pemilu 

biasanya mencerminkan pertarungan sengit bagi setiap kontestan pemilu. 

Tentunya hal serupa menjadi begron utama bagi para penyelenggara agar lebih 

maksimal utuk mengawasi lajur pemilu agar tetap stabil serta kondusif supaya 

pemilu berjalan secara adil.  

Peradilan sering kali kita jadikan sebagai tempat mencari kebenaran, 

setiap lembaga peradilan tentu akan memberikn suatu pelayanan yang 

memuaskan untuk menegakkan keadilan. 10  sebagai wadah yurisprudensi 

biasanya problematika pemilu terkadang menjadi tempat untuk menjadikan 

suatu badan hukum memutus segala urusan politik. seperti bawaslu, bawaslu 

yang merupakan lembaga pengawas bisa melakukan segala aspek persoalan 

bukan hanya dalam bidang administratif saja bahkan ranah persengketaan hasil 

suarapun bisa diproses oleh bawaslu. Namun hal ini justru memberikan suatu 

paradigma dan interpretasi hukum apabila sutua lembaga independen sebagai 

badan pengawas memiliki kewenangan peradilan yang putusannya final dan 

mengikat.  

Tentu perkara ini menjadi suatu ajang untuk mencari suatu kedudukan 

atas original intent Bawaslu dalam upaya memutus suatu perkara dan 

penanganan sengketa hasil pemilu serta batasan kewenangan yang tertuang 

dalam UU No. 7 tahun 2017, yang kemudian kewenangan Bawaslu diatur 

 
10 Ibid., hlm. 14 
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dalam UU a quo untuk menangani problematika sengketa pemilu agar 

penyelenggaraan pemilu dapat menciptakan pemilu yang berkeadilan serta 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 

Oleh sebab itu perlu untuk kemudian mengkaji dan menelisik batasan 

dinamika kewenangan bawaslu atas sengketa pemilu sebagai quasi peradilan 

dengan mengaitkannya menggunakan fiqih siyasah sekaligus mencari makna 

pergeseran lembaga Bawaslu atas penanganan sengketa pemilihan umum. 

Dengan demikian prosesi tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti 

dengan mengangkat judul “Dinamika Kelembagaan Badan Pengawas 

Pemilu Sebagai Quasi Peradilan dalam Sengketa Pemilihan Umum 

Prespektif Fiqih Siyasah di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah  

Dari aspek pemaparan diatas adapun rumusan masalah yang disajikan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana pergeseran kewenangan Badan Pengawas Pemilu ditinjau secara 

historis yuridis di Indonesia? 

2. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu sebagai Lemabaga Quasi 

peradilan dalam sengketa pemilu perspektif fiqih siyasah di Indonesia?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan utama pada penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pergeseran kewenangan Bawaslu yang ditinjau 

secara historis yuridis. 

b. Untuk mengetahui peran bawaslu sebagai lemabaga quasi peradilan 

dalam sengketa pemilu prespektif fiqih siyasah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Beberapa kegunaan serta manfaat dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

hukum tata negara, yang berkaitan dengan peran Bawaslu sebagai quasi 

peradilan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. 

b. Secara praktis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar serjana hukum (S1) pada Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya 

yang membahas tentang dinamika lembaga Bawaslu sebagai quasi peradilan 

belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis yang terkait dengan 

judul Dinamika Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu sebagai Quasi 

Peradilan dalam sengketa Pemilihan Umum Prespektif Fiqih Siyasah. Oleh 

karna itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya 
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kesamaan penelitian maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian 

sebelumnya sebagai berikut:  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syafriadi dan Selvi Harvia 

Santri dengan judul “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam 

Penegakan Hukum Pemilu”.11  penelitian ini mengkaji dan menelaah peran 

Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemilu dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Bawaslu memiliki peran dan tugas yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yaitu mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu 

yang berkenaan dengan upaya pencegahaan penindakan pelanggaran yang 

terjadi dalam Pemilu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada Teori yang digunakan dan metode pemecahan 

masalah atas peran bawaslu dalam mengatasi sengketa pemilu.  

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Anindya paramesti kusumo dan 

Mega dewi ambarwati dengan judul “Efektivitas Peran Bawaslu Dalam 

Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mekanisme Hukum Acara MK”. 12 

Penelitian ini menunjukkan batasan peran bawaslu serta kendala yang dihadapi 

Bawaslu mencakup keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun Bawaslu berperan dalam 

pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, ketidaksesuaian antara 

 
11  Syafriadi, Selvi Harvia Santri, “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam 

Penegakan Hukum Pemilu”, Jurnal Reformasi, Vol. 13, No. 1, (Juni 2023), hlm. 47. 
12  Anindya paramesti kusumo dan Mega dewi ambarwati, “Efektivitas Peran Bawaslu 

Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mekanisme Hukum Acara MK”, Jurnal Ilmiah 

Nusantara Vol. 2, No.1 (2025), hlm, 136 
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putusan Bawaslu dan MK menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar 

lembaga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada teori yang digunakan sekaligus memecah batasan 

bawaslu sebagai Quasi Peradilan dalam menagatasi sengketa pemilu.  

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mu’in, Adi Kurniawan, 

Tubagus M Nasarudin, dan Andre Pebrian Perdana, erlina dengan judul Peran 

Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam 

Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 

2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak 

Tahun 2019).13 Penelitian ini menghasilkan pokok penelitian untuk melihat apa 

peran dan fungsi badan pengawas pemilu kabupaten pesawaran dalam 

melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran pada pemilu tahun 

2019 dan apa kendala-kendala yang dihadapi badan pengawas pemilu 

kabupaten pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada pemilu 

tahun 2019.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada teori yang digunakan dan objek penelitian yang mana peneliti 

membahas peran bawaslu secra universal untuk menjastifikasi pokok maslah 

untuk mengatasi sengketa pemilu. 

Kempat Penelitian yang dilakukan oleh Riya Indriyati dengan judul 

Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 

 
13 Fathul Mu’in, DKK, “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten 

Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 

2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019), Jurnal 

JMH, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm, 14 
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2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro).14 Penelitian ini difokuskan kepada 

tugas bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan 

dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. 

Wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilu diberi kepada bawaslu dan 

jajaran dibawahnya. 

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada teori dan fokus penelitian yang berbeda dimana penelitian ini 

mengkaji original intens peran bawaslu dan aspek putusan bawaslu dalam 

mengatasi sengketa pemilu.  

Kelima  penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar dengan 

judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam 

Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal”. 15 

Penelitian ini membahas kewenangan Bawaslu yang diatur dalam UU No. 7 

Tahun 2017, mengetahui kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran 

pemilu di Kabupaten Mandailing Natal, dan mengetahui bagaimana analisis 

Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di 

Kabupaten Mandailing Natal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

terletak pada teori yang digunakan dan objek penelitian yang akan membahas 

 
14  Riya Indriyati, “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran 

Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)”, Sikripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) 

Metro (2022), hlm, 1 
15  Muhammad Anwar, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam 

Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal”, Sikripsi Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara Medan, (2021), hlm, 66 
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tentang original intens peran bawaslu dan aspek putusan bawaslu dalam 

mengatasi sengketa pemilu.  

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik adalah gambaran dasar sebagai pisau analisis untuk 

menjawab berbagai masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, diantranya 

sebagai berikut: 

Pertama, lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu sistem 

ketata negaraan untuk menjalankan roda pemerintahan, lembaga negara biasa 

dikenal sebagai political institution dalam penyebutan bahasa inggris, secara 

terminologi lembaga negara memiliki beraneka ragam penyebutan. Seperti 

belanda biasanya menyebut sebagai staatsorgaan, 16  penamaan ini 

menyesuaikan dengan pemetakan kekuasaan disetiap negara. 

Lembaga negara biasa dikenal sebagai Trias Politica pemisahan 

kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem roda 

pemerintahan itu sendiri. Lebih mendalam istilah lembaga negara biasa juga 

dikenal sebagai organ negara sebagaiman yang dikutip oleh hans kelsen 

menegaskan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan 

oleh tata hukum adalah lembaga negara (organ).17 

Setiap cabang kekuasaan biasanya memiliki legalitas hukum untuk 

menjunjung penerapan asas chex and balence untuk menghubungkan suatu 

organ dengan organ lainnya, seperti konsep trias politica; eksekutif legislatif 

 
16 Nurul Huda, Hukum Lembaga Negara, (Bandung, PT Refika Aditama: 2022), hlm, 7 
17 Ibid, hlm, 8 
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dan yudikatif, namun ada lembaga negara yang hanya diberikan kekuasaan 

kehakiman seperti lembaga ydikatif, yang biasa disebut sebagai quasi yudisial 

yang menyerap adanya suatu hubungan sistem kekuasaan dan keberadaan 

pengadilan dalam kekuasaan kehakiman. Seperti di Indonesia pasca 

amandemen yang memiliki poros peradilan adalah Mahkamah agung (MA) dan 

Mahkamah Konstitusi (MK). Selain dua lembaga ini biasanya yang memiliki 

peran penting untuk mengadili dikenal sebagai quasi peradilan.18  

Quasi penradilan yang memiliki entitas kekuasaan kehakiman menurut 

Rohmat Sumitro lembaga yang memiliki unsur sebagai quasi peradilan dibagi 

menjadi tiga: pertama,adanya suatu aturn yang abstrak yang mengikat secara 

umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan; kedua, adanya perselihan 

hukum yang kongkrit; ketiga adanya sekurang-kurangnya dua pihak; keempat, 

adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.19 

Kedua, fiqih siyasah. Fiqih siyasah sendiri terdiri dari dua kata dalam 

bahasa Arab, yaitu fiqh dan siyasah. Untuk memahami istilah ini dengan tepat, 

penting untuk mengetahui makna masing-masing kata baik dari segi bahasa 

maupun istilah. 

Secara etimologis, fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap 

maksud dari perkataan atau tindakan seseorang, khususnya dalam menangkap 

maksud ucapan pembicara secara tepat. Sementara itu, dalam pengertian 

 
18 Muh. Risnain, Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman 

di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jurnal Hukum dan Peradilan, 

Vol. 3, No. 1, (2014), hlm. 52 
19  Rochmat Sumitro, Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi, (Jakarta, 

BPHN: 1978), hlm. 4 
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terminologis menurut para ulama syariat, fiqh merujuk pada ilmu yang 

membahas hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan manusia, 

yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci yakni dalil-dalil khusus yang 

berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an dan Sunnah.20 

Pandangan fiqih siyisah biasanya memiliki beberapa ciri khas dalam 

kajian literatur pemikiran islam, seperti yang disampaikan abd al-wahhab 

khallaf memetakkan beberapa ruang lingkup kajian fiqih siyasah antara lain: 

peradilan, hubungan international, dan juga keuangan negara. Sementara 

menurut T.M. Hasbi ash-shiddieqi ruang lingkup kajian fiqih siyasah dibagi 

beberapa macam dan berfokus pada sektor ketata negaraan diantaranya: 

Pertama, Siyasah dusturiyah syar’iah (politik Pembuatan Perundang-

undangan). Kedua, siyasah tasr’iyyah syar’iyyah (politik hukum). Ketiga, 

siyasah qadha i’yyah syar’iyyah (politik peradilan). Keempat, siyasah maliyah 

syar’iyyah (politik ekonimi dan moneter). Kelima, siyasah idariyah syar’iyyah 

(politik administrasi negara). Keenam, siyasah dauliyyah syar’iyyah (politik 

hubungan international). Ketujuh, siyasah harbiyyah syar’iyyah (politik 

peperangan). Kedelapan, siyasah tanfidhiyyah syar’iyyah (politik pelaksanaan 

perundang-undangan).21 

 

 

 
20 Krismono, “Fikih Siyasah”(UII Press Yogyakarta; Januari 2024), hlm.1-4 
21 Abdul Wahhab Khallaf, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, (Ilmu ushul Fiqh), Penerjemah, 

Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm, 15 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang digunakan oleh beberapa para ahli hukum untuk 

mengidentifikasi suatu masalah yang mana fokus kajian hukum normatif 

adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, 

penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf 

sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.22 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang 

memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan, secara objektif 

dari data-data yang dikaji. Sedangkan pendekatan penelitian ini 

menggunakan yuridis normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta 

menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas 

Dinamika Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu dalam Mengatasi 

Sengketa Pemilihan Umum Prespektif Fiqih siyasah. 

3. Bahan Hukum 

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum utama dalam 

penelitian ini yang diperoleh dari beberapa aturan hukum seperti: Undang-

 
22  Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm, 52 
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Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 2 

tahun 2022, Perbawaslu No. 9 tahun 2022. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberi penjelasan atu penunjuang dari data primer seperti; Buku, 

Jurnal, makalah, hasil penelitian, dan bebrapa artikel ilmiah yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

studi dokumen, yakni mengkaji segala informasi tertulis mengenai hukum 

yang tidak di publikasikan secara umum. Sedangkan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan 

pendekatan yang sudah ditentukan. Satu sisi logika (silogisme) yang 

digunakan pada penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif 

adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh konklusi khusus, 

sementara induktif mengumpulkan data khusus untuk memperoleh 

konklusi umum.23   

 
23 H. Mudiri, Logika, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), hlm, 13-14  
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Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

c. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka. 

d. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka 

khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

e. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara sistematis penelitian ini memberikan struktur dan sistematika 

pembahasan yang disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan. 

BAB I, Penelitian memberikan gambaran tentang latar belakang  maslah, 

rumusan maslah, tujuan penelitian, manfaan penelitian, metode penelitian, 

batasan maslah dan sistematika penulisan.  

BAB II,  Berisi mengenai pendalaman teori yang digunakan, yakni tentang 

teori lembaga negara dan fiqih siyasah untuk menemukan batasan putusan dan 

peran bawaslu dalam mengatasi sengketa. 

BAB III, merupakan bab yang berisi gambaran umum tentang Badan Pengawas 

Pemilu, yang meliputi: sejarah Bawaslu, dasar hukum Bawaslu, dan peran 

Bawaslu, putusan-putusan Bawaslu yang dapat diupayakan hukum dan yang 

tidak dapat diupayakan hukum.  

BAB IV, merupakan bab yang berisi inti dari penelitian ini secara universal 

dimana bab ini akan menjabarkan hasil dari penelitian, kemudian akan 

disesuaikan dengan sub bab sebelumnya. 
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BAB V, berisi bab penetup, dimana menentukan akhir dari penelitian ini yang 

berisi tentang kesimpulan dan saran. Saran diperuntukkan kepada pihak 

bersangkutan dan menjadi ajuran bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penelitian dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara historis yuridis, kewenangan Bawaslu telah mengalami

pergeseran signifikan dari lembaga pengawas ad hoc dengan fungsi 

terbatas menjadi lembaga permanen, independen, dan quasi-yudisial. 

Melalui evolusi regulasi dari UU No. 2 Tahun 1980 hingga UU No. 7 

Tahun 2017, Bawaslu kini berwenang tidak hanya mengawasi, tetapi 

juga mencegah, menindak, dan menyelesaikan sengketa pemilu secara 

mandiri. Sebagai penjaga integritas demokrasi, Bawaslu berperan 

penting dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil. Namun, 

efektivitas peran ini masih menghadapi tantangan berupa intervensi 

politik, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kepatuhan peserta 

pemilu. Karena itu, penguatan kelembagaan, independensi, dan 

dukungan publik menjadi kunci agar Bawaslu dapat menjalankan 

fungsinya secara optimal dalam menegakkan keadilan dan kejujuran 

pemilu di Indonesia. 

2. Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan memiliki peran penting dalam

menjaga keadilan dan integritas pemilu melalui fungsi pengawasan 

(preventif) dan penyelesaian sengketa (represif). Dalam perspektif Fiqh 
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Siyasah, peran ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah dimana 

Kewenangan Bawaslu untuk mengawasi, memeriksa, dan memutus 

sengketa pemilu mencerminkan prinsip dasar pemerintahan Islam, yaitu 

keadilan (al-‘adl), amanah (al-amānah), dan kemaslahatan (al-

maslahah). Dengan demikian, Bawaslu dapat dipandang sebagai wujud 

modern dari lembaga yang menegakkan nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam 

sistem demokrasi Indonesia, yakni mewujudkan pemilu yang jujur, adil, 

dan berintegritas sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan 

rekomendasi atau saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bawaslu

Bawaslu perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan 

sumber daya manusianya agar mampu menjalankan fungsi quasi-

yudisial secara profesional dan independen. Penguatan mekanisme 

pengawasan internal serta penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas perlu ditingkatkan untuk mencegah intervensi politik. 

Selain itu, Bawaslu dapat memperluas pendidikan dan sosialisasi 

hukum pemilu berbasis nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana 

tercermin dalam prinsip Fiqh Siyasah, sehingga perannya tidak hanya 

bersifat yuridis, tetapi juga moral dan etis. 
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Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu perlu 

ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran hukum dan politik. 

Masyarakat diharapkan lebih aktif melaporkan pelanggaran serta 

mendukung kinerja Bawaslu sebagai pengawas independen. Kesadaran 

ini penting agar nilai-nilai amar ma’ruf nahi munkar dapat terwujud 

dalam praktik demokrasi modern, menciptakan pemilu yang bersih dan 

berintegritas. 

2. Bagi Masyarakat
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